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ABSTRAK                                                                                                                                                          

 

Yola eka safitri : Analisis Pertumbuhan Belanja Dan Keserasian Belanja 

Pada Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bukittinggi 

Tahun 2018-2020. 

Pembimbing     : Dr. Erinos, S.E., M.Si, Ak 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi belanja, keserasian belanja 

serta tingkat pertumbuhan belanja pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

Kota Bukittinggi tahun 2018-2020, persentase realisasi belanja terhadap anggaran 

belum mencapai angka yang maksimal setiap tahunnya. Subjek penelitian ini adalah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi dan objek penelitian 

ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Bukittinggi tahun 2018 - 2020, karena LRA yang dipublikasikan pemerintah 

memberikan  informasi  yang  bermanfaat  untuk  mengetahui  pertumbuhan belanja   

daerah. 
      Analisis yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu analisis Efisiensi, 
analisis Keserasian serta analisis Pertumbuhan yang digunakan untuk menilai 
berapa tingkat efisiensi serta pertumbuhan belanja pada Badan Pengelola Keuangan 

Dan Aset Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018 – 2020. 
      Metode yang dipakai untuk mendapatkan hasil dari tugas akhir ini 
yaitu metode deskriptif kuantitatif, metode ini berguna untuk menjelaskan hasil 
yang didapat berdasarkan data kuantitatif berupa LRA Kabupaten Tanah datar, 
sehingga hasil analisis dapat diketahui setelah melihat data yang ada. 

Realisasi belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi sudah dikategorikan cukup 

efisien, hal ini diketahui dari persentase efisiensinya sebesar 88,36% pada tahun 

2018, 86,23% pada tahun 2019, dan 90,06% di tahun 2020. Keserasian belanja secara 

umum diketahui sebagian besar anggaran belanja daerah dialokasikan untuk belanja 

operasi dan sisanya dialokasikan untuk belanja modal. Rata-rata belanja operasi 

selama tahun 2018 hingga 2020 yaitu sebesar 99,03% dan Belanja Modal sebesar 

0,96 %.Pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan mengalami penurunan, hal ini 

karena belanja pegawai yang persentasenya cukup tinggi dari belanja keseluruhan 

yang mengalami kenaikan atau penurunan, maka berpengaruh banyak terhadap 

pertumbuhan belanja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan sistem kelola pemerintahan di  Indonesia mengalami kemajuan 

yang pesat, dalam kurun waktu yang relatif singkat pemerintah Indonesia telah 

melewati serangkai proses reformasi sektor publik khususnya reformasi 

manajemen keuangan daerah. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan 

daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. 

Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 ayat 7  menyatakan asas otonomi daerah yaitu prinsip 

dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. 

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat 

kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (UU No. 23 Tahun 2014). 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menyebabkan terjadinya 

pergeseran kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah. 

Pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara 

lain berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dengan mengelola 

keuangan negara yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBN adalah 
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rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Undang-Undang No. 

17 Tahun 2013). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 

yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan 

dengan peraturan daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013). 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu 

laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) 

dan laporan finansial. Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian 

laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional 

(LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK).  

Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung (back-bone) 

penyelenggaraan pemerintah, LRA adalah salah satu komponen laporan keuangan 

pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas 

pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Informasi tersebut 

berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya ekonomi, mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal 

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan menyediakan informasi 
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mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, serta 

menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh. LRA 

mencakup unsur yang terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan 

pembiayaan (Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006).  

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang 

dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh 

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan 

umum. Belanja daerah yang terealisasi secara tepat ke pos-pos belanja yang 

dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam 

upaya peningkatan masyarakat (Indra : 2016). 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang 

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam 

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan.  

Kota Bukittinggi merupakan sebuah daerah di Provinsi Sumatera 

Barat yang melakukan kegiatan pembangunan daerah secara menyeluruh dan 

berkesinambungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian 

hasil - hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat 
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pembangunan yang tidak terlepas dari usaha keras bersama - sama antara 

pemerintah dan masyarakat. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Bukittinggi merupakan 

perangkat daerah yang berkewajiban membantu Walikota dalam 

menyelenggarakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, serta 

menyusun rencana strategis untuk menentukan arah pengembangan dalam 

meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana strategis 

ini disusun dalam rangka mendukung terwujudnya RPJMD (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Padang 2014-2019 dengan tetap 

memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber dana 

yang tersedia.Badan Keuangan Kota Bukittinggi merupakan salah satu entitas 

yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan anggaran belanja daerah. Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut 

dilakukan dengan menyusun laporan keuangan.  

Berikut ini laporan anggaran dan realisasi belanja Badan Keuangan Kota 

Bukittinggi Tahun 2018-2020. 

Tabel 1.1 Laporan Belanja BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018 – 2020. 

Tahun Anggaran Realisasi Selisih  

2018 115.959.908.141,00 102.463.183.881,00 13.496.724.260,00 

2019 31.720.191.958,00 27.352.125.510,00 4.368.066.448,00 

2020 22.285.702.869,00 20.071.521.383,00 2.214.181486,00 

Sumber Data : Badan Keuangan Kota Bukittinggi  
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat belanja Badan Keuangan untuk tahun 

2018 hingga 2020 mengalami penurunan untuk setiap tahunnya.                        

Perubahan ini belum menggambarkan bagaimana pertumbuhan belanja dan 

keserasian belanja serta efisiensi belanja pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 

apakah mengalami peningkatan atau penurunan dan masuk pada kategori 

manakah dalam analisis efisiensi. Alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada 

penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja, dapat terlihat 

sejauh mana keefisienan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas Badan 

Keuangan Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya efisiensi anggaran belanja dengan realisasinya yang dapat 

dinyatakan dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk persentase. 

Pengukuran pada tingkat pertumbuhan belanja untuk mengetahui 

perkembangan belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi, apakah kenaikan atau 

penurunan bersifat positif atau negatif serta dapat dipertanggungjawabkan 

dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat 

dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk 

mengetahui keseimbangan antar belanja seperti menilai rasio belanja operasi 

terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Analisis ini 

dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan 

bagaimana instansi memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. 

Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan rasio 
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efisiensi belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk 

menunjukkan produktivitas dan efisiensi belanja yang digunakan oleh instansi. 

Belanja dalam LRA merupakan komponen penting yang mengandung 

perhatian publik, karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak 

daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana 

tersebut telah digunakan semestinya, efisiensi, efektif, dan berorientasi pada 

kepentingan publik. Perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap 

belanja sangat penting dilakukan, setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam 

LRA analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan 

dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan kedepan ( Mahmudi 2010 : 155). 

Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah 

telah mengeluarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Mahmudi 

(2010: 142) mengatakan analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk 

mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah harus 

dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan 

penghematan anggaran. Komponen belanja yang dibutuhkan dalam analisis ini 

adalah belanja yang terdiri dari belanja modal, belanja operasi, serta belanja tidak 

terduga.  

Berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti ingin mengetahui analisis 

pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi lebih komprehensif 

berdasarkan belanja daerah, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan mengambil judul, “ Analisis Pertumbuhan Belanja dan Keserasian 
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Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah”.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana tingkat efisiensi belanja pada laporan realisasi anggaran di 

BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018-2020. 

2. Bagaimana analisis keserasian belanja modal terhadap total belanja pada 

laporan realisasi anggaran di BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018-2020. 

3. Bagaimana analisis pertumbuhan belanja pada laporan realisasi anggaran di 

BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018-2020. 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi belanja berdasarkan analisis 

efisiensi belanja pada LRA Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-

2020.  

2. Untuk mengetahui bagaimana persentase keserasian belanja berdasarkan 

analisis keserasian pada LRA Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-

2020.  

3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan belanja berdasarkan 

analisis pertumbuhan belanja pada LRA Badan Keuangan Kota Bukittinggi 

Tahun 2018-2020.  

D. Manfaat Penelitian  
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1. Bagi Penulis 

a. Aplikasi dan pengembangan terhadap teori-teori yang telah dipelajari di 

perkuliahan untuk dapat diterapkan pada permasalahan dalam dunia nyata 

yang berkaitan dengan masalah manajemen keuangan dan untuk 

memenuhi syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang. 

b. Penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh 

selama mengikuti kegiatan perkuliahan serta memperdalam 

pengetahuan dan wawasan penulis terhadap laporan belanja pada 

lingkup satuan kerja daerah pemerintahan Kota Padang. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berguna dalam 

melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut serta bahan rujukan dalam 

melihat keadaan atau kondisi kinerja keuangan pada tiap satuan kerja daerah 

pemerintahan Kota Bukittinggi. 

3. Bagi Pemerintah 

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis efisiensi dan 

pertumbuhan belanja pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing 

pemerintah daerah mampu untuk mengoptimalkan anggaran belanja secara 

ekonomisme efisien  dan efektif demi tercapainya pemerintah good 

governance .
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

      Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut ini : 

1)  Realisasi belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi sudah dikategorikan cukup 

efisien  dalam anggaran, hal ini diketahui dari persentase efisiensinya sebesar 

88,36% pada tahun 2018, 86,23% pada tahun 2019, dan 90,06% di tahun 2020. 

2) Belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi dilihat dari keserasian belanja secara 

umum diketahui sebagian besar anggaran belanja daerah dialokasikan untuk 

belanja operasi dan sisanya dialokasikan untuk belanja modal. Rata-rata belanja 

operasi selama tahun 2018 hingga 2020 yaitu sebesar 99,03% dan belanja modal 

sebesar 0,96 %, jelas bahwa sebagian besar dana belanja yang dianggarkan 

terealisasikan untuk kepentingan belanja operasi sehingga rasio belanja modal 

relatif kecil.  

3) Pertumbuhan belanja setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini karena 

anggaran belanja yang juga menurun pada tiap tahunnya maka berpengaruh besar 

terhadap pertumbuhan belanja. 

B. Saran  

1) Kebijakan dalam penggunaan anggaran belanja sebaiknya dilaksanakan dengan 

baik agar  penyerapan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan lebih efisien. 
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2) Dalam penyusunan anggaran belanja, hendaknya memperhatikan situasi dan 

kondisi agar anggaran yang telah disusun dapat direalisasikan dengan baik. 

3) Keserasian belanja pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu meningkatkan 

belanja modal, karena belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan 

berguna dalam jangka panjang yang akan memberikan manfaat pada masa yang 

akan datang. 
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